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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 06 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS,
RUMAH BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO DAN
LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang  : a. bahwa dengan berlakunya  Peraturan Daerah
Kabupaten  Purbalingga Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten, dan dalam upaya mendekatkan dan
meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas
kepada masyarakat, maka perlu adanya
penyesuaian/penambahan fungsi UPTD dengan dukungan
dana yang memadai dari pemerintah dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu mengatur kembali Pelayanan
kesehatan di Puskesmas, Rumah Bersalin Daerah Panti
Nugroho dan Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1968 tentang Hygiene;
(Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2084);
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2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3272);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praaktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purbalingga Nomor
3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17
Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Seri D Nomor 17 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS,
RUMAH BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO DAN
LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN
PURBALINGGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah
yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Bupati adalah Bupati Purbalingga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah y ang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
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Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua pungutan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah terhadap Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh
pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya
(Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling),
Rumah Bersalin Daerah/Panti Nugroho dan Laboratorium Kesehatan.

9. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kesehatan dan
jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan,
pencegahan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan masyarakat
oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, PKD, Puskesmas Keliling, Rumah
Bersalin Daerah Panti Nugroho, dan Laboratorium Kesehatan baik yang
dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana
untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada
masyarakat.

11. Puskesmas Pembantu/Pustu merupakan jejaring Puskesmas yang melayani
pelayanan kesehatan sebagaimana Puskesmas namun dalam wilayah yang
lebih kecil, yakni di salah satu desa dalam wilayah Puskesmas yang jaraknya
relatif jauh dari Puskesmas.

12. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah jejaringan
puskesmas dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar termasuk
pelayanan obstetri, merupakan wujud Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
(UKBM) yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat atas dasar
musyawarah yang dikelola oleh seorang bidan beserta tenaga
pendampingnya.

13. Puskesmas keliling merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan oleh puskesmas yang bersifat “outreach services” atau
pelayanan di luar gedung.

14. Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan kebidanan dan
kandungan serta pelayanan kesehatan.

15. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Kesehatan yang memberikan pelayanan laboratorium klinik, penunjang
diagnostik dan rujukan laboratorium di bidang kesehatan masyarakat.

16. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan fasilitas rawat inap adalah

pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan,

rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang
rawat inap pada Puskesmas.
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